SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan

Kabupaten Mandailing Natal;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten  Mandailing Natal (Lembaran  Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Mandailing Natal.

Badan Penelitian Dan Pengembangan yang selanjutnya
disebut dengan Badan adalah Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal.

Sekretariat adalah secretariat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal.

Bidang adalah Bidang pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal.



10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal.

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT
adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

BagianPertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan
bidang Penelitian dan Pengembangan.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BagianKedua
SusunanOrganisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawabhi:
1. Sub BidangSosial dan Budaya;
2. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan.

d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawabhi:
1. Sub Bidang Ekonomi;
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup;
3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan
Prasarana.



f.
g.

Bidang Inovasi dan Teknologi, membawabhi;

1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan penerapan Teknologi;
3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

Unit Pelaksana Teknis;

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

BagianKesatu
Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala ~Badan mempunyai tugas merumuskan,
menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi
penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah serta tugas pembantuan dibidang Penelitian dan
Pengembangan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan  kebijakan  teknis  penelitian dan
pengembangan pemerintahan Daerah;

penyusunan dan perencanaan program dan anggaran
penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;

. pelaksanaan  penelitian dan pengembangan di

pemerintahan Daerah;

pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup wurusan
pemerintahan Daerah;

. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah ;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di Daerah;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di Daerah;

pelaksanaan administrasi penelitian dan
pengembangan Daerah dan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



BagianKedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi
umum, pengkoordinasiaan perencanaan dan evaluasi
serta pengelolaan keuangan Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan perencanaan program dan anggaran,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta
pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan

b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan
perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan
keuangan;

c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan

kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan
pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan
dokumentasi, dan;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan
jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil
Negara.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan surat menyurat, pelaksanaan
kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga
dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan
perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan
administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan
evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai
tugasmelaksanakanurusan perencanaan dan keuangan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan
kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan
verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan
keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.



Bagian ketiga
Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 8

(1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
sosial dan pemerintahan.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Sosial dan pemerintahan
menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
program dan anggaran penelitian dan pengembangan di
bidang sosial dan pemerintahan;

penyiapan bahan  pelaksanaan  penelitian dan
pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan

. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di

bidang sosial dan pemerintahan;

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
sosial dan pemerintahan;

. penyiapan bahan koordinasi dan  sinkronisasi

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah
daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta
pelaksanaan pengkajian peraturan;

fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga
negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh
instansi yang berwenang; dan

pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Paragraf 1
Sub BidangSosial dan Budaya

Pasal9

Sub BidangSosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek aspek sosial,
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,
pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, dan kesehatan.



Paragraf 2
Sub BidangKependudukan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Pasal 10

Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi
aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat
dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa,
aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi
masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa

Paragraf 3
Sub BidangPenyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Pasal 11

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian
Peraturan,mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan  penelitian dan  pengembangan di  bidang
penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi
daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan,
aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan
rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/
atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan
pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi
pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing
untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang
berwenang.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 12

(1) Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
program dan anggaran penelitian dan pengembangan di
bidang ekonomi dan pembangunan;



b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di
bidang ekonomi dan pembangunan;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
ekonomi dan pembangunan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan  sinkronisasi
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah
daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan

f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Paragraf 1
Sub Bidang Ekonomi

Pasall3

Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal,
koperasi, wusaha kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 2
Sub Bidang Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

Pasal 14

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam
dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan,
pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan
perkebunan.

Paragraf 3
Sub Bidang Pengembangan Wilayah,
Fisik dan Prasarana

Pasal 15

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan



wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek
perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang,
pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan
informatika.

Bagian kelima
Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 16

(1) Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta
fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Inovasi dan Teknologi
menyelenggarakan fungsi ;

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
program dan anggaran penelitian dan pengembangan,
serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan
teknologi;

b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis,
prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bersifat inovatif;

c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;

d. penyiapan bahanpelaksanaan pengkajian kebijakan
dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;

e. penyiapan bahan strategi, dan penerapan di bidang
inovasi dan teknologi;

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta
fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan
teknologi;

g. penyiapan bahan koordinasi dan  sinkronisasi
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah
daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi
dan teknologi;

h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan

i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.



10

Paragraf 1
Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi

Pasal 17

Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang
inovasi dan teknologi.

Paragraf 2
Sub Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi

Pasal 18

Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan
invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

Paragraf 3
Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan

Pasal 19

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait
jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan
sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta
fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(1) Pada Badan Penelitian dan Pengembangan dapat
ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan
sepesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur
ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Tenis dan jenjang jabatan, yang diatur bardasarkan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan  fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagai tugas dan fungsi Badan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu
kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, kegiatan
operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan
Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.

Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis
administratif berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan
fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan
fungsinya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan,
dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan,
wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat
tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta
tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan
wajib  mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta
memberikan laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk
memberi petunjuk kepada bawahan.

Pengaturan  mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 23

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili
oleh Sekretaris, apabila Kepala Badan dan Sekretaris
berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan
memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang
tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,
ttd
DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 23 November 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,
ttd

MHD. SYAFE’l LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya




